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Evaluation performance of public services as an effort to improve service quality is very important to do, one of which is through the perception of customer satisfaction with the services have been received. This study aims to measure the performance of the health services unit (puskesmas) in Sarolangun District, using indicators of the Minister of State Apparatus Empowerment Regulation (Permenpan) Number 14 of 2017 and determining priority service elements in improving their performance. This research is a quantitative research in all public health centers in Sarolangun District in 2018. The sample of the study was 419 patients who came to the health center who were selected by purposive sampling proportionally for each puskesmas. The results showed that the performance of the health center service unit in Sarolangun District was in a good category, with the quality of service B and the value of the Community Satisfaction Survey (SKM) 77.49 point. Indicators that must be a priority in efforts to increase patient satisfaction are infrastructure and completion time, while indicators that must be maintained are financing and handling of complaints, suggestions, and inputs. 
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Abstrak
Evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan sangat penting untuk dilakukan, salah satunya melalui persepsi kepuasan pelanggan terhadap jasa pelayanan yang telah diterima. Penelitian ini bertujuan mengukur kinerja unit pelayanan kesehatan (puskesmas) di Kabupaten Sarolangun, menggunakan indikator Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 14 Tahun 2017 serta menentukan unsur pelayanan prioritas dalam peningkatan kinerjanya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif di seluruh puskesmas se-Kabupaten Sarolangun Tahun 2018. Sampel penelitian adalah pasien yang datang berkunjung ke puskesmas sebanyak 419 orang yang dipilih secara purposive sampling secara proporsional untuk masing-masing puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan kinerja unit pelayanan puskesmas di Kabupaten Sarolangun pada kategori Baik dengan mutu pelayanan B dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 77,49. Indikator yang harus menjadi prioritas dalam upaya peningkatan kepuasan pasien adalah sarana prasarana dan waktu penyelesaian, sedangkan indikator yang harus dipertahankan adalah pembiayaan dan penanganan pengaduan, saran dan masukan. 







Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar dan menjadi hak setiap warga negara untuk memperolehnya sehingga pemerintah bertanggungjawab menyediakan segala bentuk upaya kesehatan yang dibutuhkan oleh seluruh warga negara. Hal tersebut merupakan wujud implikasi dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 dan Pasal 34 Ayat 3, bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan investasi pembangunan bangsa serta negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak (1). 
Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 14 ayat 1 ditegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat (2).
Konsep pelayanan kesehatan pada dasarnya memiliki 3 (tiga) aspek yang menjadi landasan utama sebagai fokus intervensi dan keputusan kebijakan, yaitu akses, biaya dan mutu sebagai triumvirate (tiga serangkai) yang saling ketergantungan, berdampak satu sama lain dan menggambarkan kinerja dimensi sistem kesehatan secara lebih luas, yaitu efektif, efisien dan ekuitas (3). Al-Assaf (2009), dibandingkan dua aspek lainnya, aspek mutu memiliki dampak yang lebih kuat terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan merupakan kom-ponen yang harus ada dan dimiliki pada setiap pelayanan kesehatan yang tersedia (4).
Pelayanan kesehatan yang bermutu menjadi hak setiap warga negara, sehingga pemerintah bertang-gung jawab untuk menyediakan segala bentuk upaya kesehatan berkualitas yang dibutuhkan oleh setiap warga negara.  Upaya yang dilakukan salah satunya yaitu dengan mendekatkan aspek pelayanan kesehatan yang bermutu di tengah masyakarat melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). 
Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang penting di Indonesia dan ketersediaannya hingga ke pedesaan dimana sebagian besar masyarakat Indonesia berada. Dengan program kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas merupakan program pokok yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah untuk melindungi penduduknya (5).
Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik termasuk Puskesmas harus berbenah dengan semangat memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi harapan masyarakat. Memang bukan sesuatu hal yang mudah untuk mewujudkannya, dimana hal tersebut diketahui dari banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media massa dan jejaring sosial (6). 
Sisi lain, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat merupakan sebuah tantangan tersendiri, mengingat kompleksitas pelayanan kesehatan yang masih terbebani inefisiensi, kesalahan, keterbatasan sumber daya dan masalah lain yang mengancam aksesibilitas dan keamanan pasien (7).
Al-Assaf (2009), aspek mutu memiliki dampak lebih kuat terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan berkelanjutan dan harus dimiliki oleh setiap pelayanan kesehatan (4). Terkait mutu, sebagai perwujudan pelayanan jasa, kualitas pelayanan kesehatan perlu diukur berdasarkan perpepsi konsumen terhadap pelayanan yang diterima dengan harapan yang akan diterima (3,8).
Salah satu cara yang efektif dan efisien dalam mengetahui persepsi terhadap kualitas pelayanan yang telah diterima oleh masyarakat adalah melalui survei kepuasan masyarakat. Pengukuran dalam fungsi pelayanan publik telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 14 Tahun 2017 dengan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas. 
Unsur-unsur yang dinilai meliputi: (1) persyaratan; (2) sistem mekanisme dan prosedur; (3) waktu penyelesaian; (4) biaya/tarif; (5) produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) penanganan pengaduan, saran dan masuka; dan (9) sarana dan prasarana (6).
Kabupaten Sarolangun sebagai daerah pemerintahan di Provinsi Jambi memiliki visi Pembangunan Kesehatan, yaitu mewujudkan Sarolangun Sehat yang Mandiri. Visi tersebut telah diupayakan melalui peningkatan upaya kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan pendekatan akses pelayanan kesehatan menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyediakan 16 puskesmas yang menjangkau seluruh desa di Kabupaten Sarolangun dan telah memfasilitasi dengan menyediakan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap. 
Semangat Pemerintah Kabupaten Sarolangun tersebut tentunya tidak cukup hanya dengan bangunan fisik, akan tetapi perlu diwujudkan dalam mutu atau kualitas pelayanan dari jasa yang diberikan. Dimensi kepuasan pelanggan menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kualitas tersebut telah memenuhi harapan atau tidak. Selain itu, evaluasi tersebut dapat menentukan unsur pembentuk pelayanan yang harus diperbaiki atau ditingkatkan kembali. 
Penelitian ini dilakukan untuk mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam pencapaian kinerja pelayanan publik bidang kesehatan yang bermutu dengan mengevaluasi mutu pelayanan kesehatan yang telah diberikan dan melakukan pemetaan terhadap unsur pelayanan sebagai indikator mutu tersebut berdasarkan skala prioritas. 
	Adapaun tujuan penelitian ini adalah menentukan kinerja dan mutu pelayanan puskesmas melalui indeks kepuasan masyarakat se-Kabupaten Sarolangun berdasarkan indikator Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 dan menentukan unsur pelayanan prioritas pada pelayanan kesehatan di puskesmas se-Kabupaten Sarolangun dalam peningkatan indeks kepuasan masyarakat berdasarkan indikator Permenpan Nomor 14 Tahun 2017.  
TINJAUAN PUSTAKA
Kinerja Pelayanan Publik
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penilaian kinerja merupakan suatu proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan instrument yang ditetapkan (11). 
Penilaian kinerja pelayanan publik diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan unit penyelenggara pelayanan publik. Penilaian kinerja pelayanan publik meliputi 6 aspek, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan. Teknik penilaian dilakukan dengan cara desk evaluation, observasi lapangan, kuesioner dan/atau wawancara11.
Puskesmas
Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Puskesmas menyeleng-garakan pelayanan kesehatan tingkat pertama, melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif oleh pemerintah dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (3,4,9). Dalam penyelenggaraannya, puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat. Sedangkan UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyem-buhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan (9).  
Persyaratan peralatan Puskesmas lebih rinci diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 75 Tahun 2014  yang meliputi standar peralatan di ruangan pemeriksaan umum, ruangan tindakan dan ruangan gawat darurat, ruangan kesehatan ibu anak (KIA), KB dan Imunisasi, ruangan persalinan, ruangan pasca persalinan, ruangan kesehatan gigi dan mulut, ruangan promosi kesehatan, ruangan laboratorium, ruangan farmasi, ruangan rawat inap, ruangan sterilisasi, jaringan pelayanan puskesmas yang terdiri dari puskesmas keliling dan puskesmas pembantu, kit bidan yang digunakan untuk kit keperawatan kesehatan masyarakat (PHN kit), Kit Imunisasi, Kit UKS, Kit UKGS, Kit Bidan, Kit Posyandu, Kit Kesehatan Lingkungan (10). 
Sumber Daya Manusia (SDM) puskesmas terdiri dari Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan. Jenis tenaga kesehatan terdiri dari dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medis dan tenaga gizi serta tenaga kefarmasian. Sedangkan tenaga non kesehatan adalah tenaga yang dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi dan kegiatan operasional lain di puskesmas (10).
Mutu Pelayanan Puskesmas
	Mutu pelayanan puskesmas merupakan salah satu pelaksanaan manajemen puskesmas dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di puskesmas. Mutu pelayanan puskesmas meliputi : (1) penilaian input pelayanan berdasarkan standar yang ditetapkan; (2) penilaian proses pelayanan dengan menilai tingkat kepatuhannya terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan; (3) penilaian output pelayanan berdasarkan upaya kesehatan yang diselenggarakan, dimana masing-masing program/kegiatan mempunyai indikator mutu sendiri yang disebut Standar Mutu Pelayanan (SPM) ; dan (4) penilaian outcome pelayanan antara lain melalui pengukuran tingkat kepuasan pengguna jasa pelayanan puskesmas dan pencapaian indikator outcome pelayanan (12) . 
	Upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas untuk selanjutnya, maka puskesmas wajib diakrediatasi oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri, secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali (12). 
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Evaluasi terhadap penyeleng-garaan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat merupakan salah satu bentuk evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi dilakukan melalui pendapat penerima jasa pelayanan terhadap pelayanan yang telah diterimanya. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan sangat kecewa, bila sesuai harapan, maka pelanggan akan sangat puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan pelanggan akan sangat puas (4,12,13). 
Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik secara berkala minimal 1 kali setahun. Survei ini dilakukan untuk memperoleh IKM. Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat dan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (6). 
Survei bersifat komprehensif dan hasil analisa dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyeleggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. 
Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh IKM. Prinsip pelaksanaan survei tersebut harus memperhatikan prinsip : (1) transparan, hasil survei harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat; (2) partisipatif, dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya; (3) akuntabel, yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku; (4) berkesinambungan, survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan; (5) keadilan, pelaksanaan harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental; dan (6) netralitas, dalam melakukan survey, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak. 
Unsur-unsur yang dinilai pada saat pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi : (1) persyaratan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif, (2) sistem, mekanisme dan prosedur, (3) waktu penyelesaian, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan, (4) biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat, 
(5) produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (6) kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, (7) perilaku pelaksana, adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan, (8) penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut, (9) sarana dan prasarana, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian yaitu masyarakat di wilayah kerja setiap puskesmas dengan jumlah rata-rata kunjungan rawat jalan dan rawat inap di Kabupaten Sarolangun. Sampel adalah pasien yang datang berkunjung ke puskesmas baik rawat jalan maupun rawat inap dengan teknik pengambilan sampel  nonprobabilitas sampling, berdasarkan kriteria : (1) Sampel unit rawat jalan, yaitu pasien yang datang berkunjung dan yang terdata di unit rawat jalan puskesmas dengan kunjungan telah lebih dari 1 kali; dan (2) Sampel unit rawat inap, yaitu pasien yang pada saat  pendataan sedang mendapatkan perawatan minimal 1x24 jam. Jumlah sampel ditetapkan berdasarkan rumus sampel minimal oleh Sugiyono (1999, 73), dengan tingkat presisi ditetapkan 5% dan tingkat kepercayaan 95% dan ditambah 10%, sehingga jumlah sampel ditetapkan 419 orang. Jumlah sampel per puskesmas dihitung secara proporsional 
Pengumpulan data primer melalui wawancara kepada responden menggunakan kuesioner setelah mendapatkan persetujuan dari responden melalui informed concent. Wawancara dilakukan di puskesmas untuk responden yang berkunjung ke puskesmas dan kunjungan ke rumah untuk responden yang tidak berkunjung ke puskesmas. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner pengukuran IKM indikator Permenpan Nomor 14 Tahun 2017. 
Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Juli 2018. Analisis data menggunakan Spss Versi 23. Untuk masing-masing pertanyaan atribut kualitas jasa pelayanan diukur melalui skala Likert dan diberi nilai untuk masing-masing pilihan jawaban, sebagai berikut :
	Tidak baik; tidak mudah; tidak berbelit-belit; tidak cepat; sangat mahal, tidak kompeten, buruk; tidak ada
	Kurang sesuai; kurang mudah; cukup mahal; kurang sesuai; kurang kompeten; kurang sopan dan ramah; cukup; ada tapi tidak berfungsi
	Sesuai; mudah; cepat; murah; sesuai; kompeten; sopan dan ramah; baik; berfungsi kurang maksimal
	Sangat sesuai; sangat mudah; sangat cepat; gratis; sangat sesuai; sangat kompeten; sangat sopan dan ramah; sangat baik; dikelola dengan baik. 
Pengolahan data dilakukan dengan tahap sebagai berikut :
1. 	Pengukuran Skala Likert




Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot   =   1      = N                                                      Jumlah Unsur         X











SKM Unit Pelayanan x 25

Penilaian akhir yaitu pada tabel berikut :
Tabel 1.  Nilai Interval, Nilai Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit  Pelayanan pada Survei Kepuasan Masyarakat
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik





2. 	Laporan Hasil Penyusunan Indeks




Tabel 2. Nilai Unsur SKM
No	Unsur SKM	Niai Unsur SKM
1	Persyaratan	A
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	B
3	Waktu Penyelesaian	C
4	Biaya/Tarif	D
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	E
6	Kompetensi Pelaksana	F
7	Perilaku Pelaksana	G
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	H
9	Sarana dan Prasarana	I

Nilai indeks unit pelayanan, dihitung dengan cara:




Dengan demikian nilai index (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :
Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar X x 25 = y
Mutu pelayanan pada Tabel 1




Karakteristik Responden berda-sarkan Umur
Responden sebanyak 419 orang,  terbanyak pada usia 30 s.d. 39 tahun dengan jumlah 122 orang (29%), diikuti usia 40 s.d. 50 tahun dengan jumlah 103 orang (25%), usia 20 s.d. 29 tahun dengan jumlah 84 orang (20%), ≥ 50 tahun 96 orang (23%) dan paling sedikit > 20 tahun 14 orang (3%). 








Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin









Karakteristik Responden Berdasar-kan Pendidikan 
Responden yang ditemukan pada survei ini terbanyak dengan tingkat pendidikan dasar yaitu 206 orang (49%), diikuti pendidikan menengah 107 orang (25%), pendidikan atas (kategori SLTA/sederajat) dengan jumlah 95 orang (23%), dan hanya 11 orang (3%) yang berpendidikan tinggi (Akademi/Perguruan Tinggi). 









Karakteristik Responden berda-sarkan Pekerjaan

Responden yang ditemukan pada survei ini berdasarkan pekerjaan responden, jumlah tertinggi adalah swasta/wirausaha dengan jumlah 370 orang (88%), diikuti petani dengan jumlah 43 orang (10.26%) dan paling sedikit yaitu PNS/TNI/Polri dengan jumlah 6 orang (2%).  Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah :






Karakteristik Responden berdasarkan Kepemilikan Asuransi Kesehatan









Karakteristik Responden Berdasar-kan Pendapatan Keluarga
Karakteristik responden berdasar-kan pendapatan keluarga ditemukan sebanyak 323 orang (77%) dengan pendapatan Rp. 1.000.001 s.d.                    Rp. 2.000.000,-, diikuti penghasilan antara Rp. 2.000.001,- s.d. Rp. 3.000.000,- selanjutnya sebanyak 27 orang (6%) dengan pendapatan Rp. 500.000,- s.d. 1.000.000,- dan hanya 3 orang (1%) dengan pendapatan  ≥ Rp.3.000.000,-. 
Terlihat bahwa sebagian besar responden dengan pendapatan keluarga yang rendah, yaitu diantara                         Rp. 1.000.000,- s.d. 2.000.000,- dan masih dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) yaitu                            Rp. 2.063.000,- tahun 2017. 









c.	Kinerja Unit Pelayanan Puskesmas berdasarkan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dengan Indikator Permenpan No. 14 Tahun 2017. 
Pengukuran kinerja unit pelayanan puskesmas se-Kabupaten Sarolangun berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 dengan jumlah responden 419 orang, melalui penilaian 9  unsur   pelayanan,  maka  didapatkan 
nilai SKM yaitu 77,49. 
Berdasarkan nilai tersebut,  maka pelayanan puskesmas se-Kabupaten Sarolangun tahun 2018, tergolong  dengan Mutu Pelayanan B, kategori Baik, karena berada dalam nilai interval konversi IKM 76,61 – 88,30. Untuk nilai masing-masing unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3.  Nilai Unsur dan Nilai Rata-Rata (NRR) IKM Unit Pelayanan Puskesmas Kab. Sarolangun Tahun 2018
No	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM	Nilai Rata2 Unsur SKM	Nilai Index Unit Pelayanan(nilai unsur x 0,11)
1	Persyaratan	1257	3,000	0,330
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1257	3,000	0,330
3	Waktu Penyelesaian	1219	2,909	0,320
4	Biaya/Tarif	1674	3,995	0,439
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	1256	2,998	0,328
6	Kompetensi Pelaksana	1344	3,207	0,352
7	Perilaku Pelaksana	1245	2,971	0,327
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1383	3,301	0,363
9	Sarana dan Prasarana	1241	2,962	0,326
	Jumlah NRR Tertimbang Per Unsur	3,094
	Nilai SKM Unit Pelayanan = 3,094 x 25	77,35




Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai unsur dan nilai rata-rata 9 unsur indikator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di puskesmas se-Kabupaten Sarolangun tahun 2018. Nilai unsur tertinggi yaitu biaya/tarif dengan nilai 1257 dengan nilai index unit pelayanan 0,330. Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 
Dari 419 orang yang menjadi responden penelitian ini, sebanyak 382 orang (94%) mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan dari Kabupaten Sarolangun dan hanya 26 orang (6%) yang memiliki asuransi swasta. 
Jaminan pembiayaan kesehatan oleh pemerintah kepada masyarakat memang merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam menjamin hak masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. 
Selanjutnya yaitu penanganan pengaduan, saran dan masukan, dengan nilai unsur SKM yaitu 1383 dan nilai index unit pelayanan 0,363. Penanganan pengaduan, saran dan masukan merupakan tata cara pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut. Pendapat masyarakat terhadap kepuasan atas pelayanan yang diterimanya merupakan cara efektif dalam memperbaiki kualitas pelayanan, terlebih apabila dilakukan dengan cara mudah oleh masyarakat. Hasil survei ini menunjukkan penanganan pengaduan, saran dan masukan telah dilaksanakan oleh puskesmas dan merupakan pelaksanaan standar akreditasi.  
Urutan ketiga adalah kompetensi pelaksana dengan nilai unsur SKM yaitu 1344 dan nilai index unit pelayanan yaitu 0,352. Kompetensi pelaksana dianggap telah baik oleh masyarakat. Hal ini memang menjadi standar yang harus dipertahankan, terlebih tuntutan kompetensi adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar dengan tuntutan perkembangan dalam pelayanan kesehatan.  
Sementara itu persyaratan serta sistem mekanisme dan prosedur mendapatkan nilai yang sama untuk unsur SKM yaitu 1257 dengan nilai index unit pelayanan adalah 0,330. Hasil penelitian ini sejalan dengan Susianti, N (2019), kinerja puskesmas di Kabupaten Sarolangun telah unggul pada konsistensi, kesungguhan, dan kepedulian petugas puskesmas dalam memberikan pelayanan, dimana kompetensi pelaksana merupakan performance dari sebuah kompetensi yang dimiliki petugas kesehatan (7). 
Persyaratan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh responden pada saat berkunjung ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sistem mekanisme dan prosedur merupakan tata cara mendapatkan pelayanan yang dibakukan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun telah include dalam persyaratan dalam mekanisme jaminan kesehatan yang dimiliki oleh responden. Responden menyatakan tidak terlalu kesulitan dalam melengkapi persyaratan ketika akan berobat (berkunjung ke puskesmas). Sedangkan sistem, mekanisme dan prosedur mendapatkan pelayanan juga telah dibentuk di puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. 
Produk spesifikasi jenis pelayanan merupakan unsur penentu kepuasan masyarakat dengan nilai unsur SKM yaitu 1256 dan nilai indeks unit pelayanan adalah 0,328. Produk spesifikasi jenis pelayanan merupakan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan pada saat akhir dari pengobatan di puskesmas yang mendapatkan obat-obatan ataukah proses rujukan. 
Pada perilaku pelaksana mendapatkan urutan keenam, dengan nilai unsur SKM yaitu 1245 dengan nilai indeks unit pelayanan adalah 0,327. Perilaku pelaksana dalam hal ini petugas kesehatan akan sangat menentukan penilaian pasien dan mempengaruhi tingkat kepuasan yang dirasakannya. Pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan jasa merupakan pelayanan yang akan sangat ditentukan salah satunya melalui perilaku/ sikap pemberi pelayanan. Bahkan perilaku/sikap ini akan sangat menentukan keberhasilan pengobatan yang diberikan kepada pasien.    
Sarana dan prasarana merupakan unsur SKM selanjutnya dengan nilai unsur SKM adalah 1241 dan nilai indeks unit pelayanan adalah 0,326. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, digunakan untuk benda yang dapat bergerak komputer, mesin. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek), digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Hasil survei menunjukkan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh puskesmas dinilai belum mampu mengungkit  kepuasan responden. Susianti, N (2019), kualitas pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) puskesmas di Kabupaten Sarolangun masih harus meningkatkan kualitas pada dimensi tangible dan reliability, namun telah unggul pada dimensi responsiveness, assurance dan emphaty. Tangible merupakan dimensi pelayanan yang meliputi bukti fisik, juga terkait ketersediaan sarana dan prasarana (7).
Sedangkan unsur waktu penyelesaian merupakan unsur dengan nilai terendah, yaitu 1219 dan nilai indeks unit pelayanan 0,320. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayananan. Unsur ini menjadi unsur pembentuk kepuasan masyarakat yang ternyata belum mampu dilaksanakan oleh puskesmas. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius dari unsur manajemen di puskesmas.  
Waktu dalam pemberian pelayanan ke masyarakat memang menjadi sebuah tantangan bagi penyelenggara pelayanan terlebih pada pelayanan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan pelayanan yang diberikan harus tetap menjaga keakuratan, karena sangat menentukan keberhasilan pengobatan seseorang. Panggato, S., Lampus, B.S., & Kaunang, W. (2013), terdapat signifikansi antara ketepatan waktu pelayanan oleh tenaga kesehatan dengan kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado (14).




























Hasil analisis menunjukkan bahwa semua puskesmas yang ada di Kabupaten Sarolangun, telah memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat. Hal ini telah dibuktikan pada survei ini, terutama dalam hal pelayanan kesehatan perorangan di puskesmas. 
Nilai SKM pada posisi 5 (lima) tertinggi, yaitu Puskesmas Pulau Pandan dengan nilai 80,21, Puskesmas Cermin Nan Gedang dengan nilai 79,26, Puskesmas Pelawan dengan nilai SKM 78,45, Puskesmas Singkut dengan nilai 78,40. Sedangkan nilai SKM 5 (lima) terendah, yaitu Puskesmas Sarolangun dengan nilai 75,92, Puskesmas Batang Asai dengan nilai 76,61, Puskesmas Mandiangin dengan nilai 76,64, Puskesmas Butang Baru dengan nilai 76,75 dan Puskesmas Singkut V dengan nilai 76,80. 
Hasil ini sinergis dengan hasil temuan Survei IKM yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sarolangun tahun 2013, dimana Puskesmas Pulau Pandan mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 82,25. Puskesmas ini merupakan puskesmas yang mendapatkan akdreditasi Madya. Program peningkatan kualitas melalui akreditasi ternyata cukup efektif dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh pasien sebagai pengguna jasa pelayanan tersebut. 
Sebaliknya, Puskesmas Saro-langun mendapatkan nilai terendah berdasarkan hasil survei ini. Puskesmas Sarolangun merupakan puskesmas yang berada di tengah Kota Sarolangun, dimana terdapat masyarakat majemuk dengan latar belakang yang berbeda-beda dan harapan yang tentunya sangat beragam sehingga tentu akan menentukan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diterima. 
Seseorang yang memiliki nilai harapan (expectacy) yang tinggi tentunya akan memiliki penilaian yang cukup tinggi ketika dia menilai sesuatu apakah sesuai dengan harapannya ataukah tidak. Harapan yang ada pada seseorang akan sangat bergantung dengan pengalaman yang dia terima. Apabila sesuai maka ia akan merasakan puas dengan kualitas pelayanan tersebut dan demikian sebaliknya. Dalam hal ini terhadap kualitas pelayanan kesehatan, keberadaan pembanding (fasilitas kesehatan lain) akan sangat menentukan expectacy tersebut dan pada akhirnya akan menentukan tingkat kepuasan yang dirasakan. 
d.	Pemetaan Unsur Kepuasan Masyarakat  pada Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Sarolangun berdasarkan Diagram Kartesius

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan salah satunya menggunakan indikator Permenpan Nomor 14 Tahun 2017, juga dilakukan analisis dengan membandingkan tingkat harapan responden terhadap pelayanan kesehatan dengan kenyataan (kepuasan) yang dirasakan. 
Asumsi bahwa harapan merupakan tingkat kepentingan dari pasien terhadap unsur-unsur pelayanan yang mereka harapkan sesuai dengan keinginan mereka, maka unsur-unsur tersebut dipetakan dalam diagram kartesius sehingga dapat diketahui unsur pelayanan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan kinerjanya. Untuk itu diperlukan perbandingan nilai rata-rata unsur pelayanan tersebut, berdasarkan tingkat kepentingan (harapan) dan kenyataan. Adapun nilai rata-rata unsur tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 5. Nilai Rata-rata per Unsur Pelayanan berdasarkan Kenyatan dan Harapan
No	Unsur Pelayanan	Kenyataan (Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan yang Dirasakan)	Harapan (tingkat kepentingan yang diinginkan)	Deviasi Nilai Rata-rata Harapan dan Kenyataan
1	Persyaratan	3.00	3.01	0.01
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.00	3.02	0.02
3	Waktu Penyelesaian	2.91	3.67	0.76
4	Biaya/Tarif	4.00	4.00	0.00
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.00	3.00	0.00
6	Kompetensi Pelaksana	3.20	3.23	0.03
7	Perilaku Pelaksana	2.97	3.02	0.05
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.30	3.99	0.69
9	Sarana dan Prasarana	2.96	3.94	0.98





Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat unsur yang memiliki deviasi paling tinggi antara nilai rata-rata harapan dan kenyataan yang dinyatakan oleh responden pada survei ini, yaitu sarana prasarana dengan selisih 0,98, diikuti waktu penyelesaian dengan deviasi 0,76, diikuti penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai rata-rata deviasi 0,69. Untuk ke-6 (enam) unsur yang lain, hanya memiliki deviasi nilai rata-rata yang kecil, yaitu unsur perilaku pelaksana (0,05), unsur kompetensi pelaksana (0,03), unsur sistem, mekanisme dan prosedur dengan nilai 0,02, unsur persyaratan dengan deviasi 0,01 dan biaya/tarif serta produk spesifikasi jenis pelayanan yang tidak memiliki deviasi antara nilai rata-rata kenyataan dan harapan responden terhadap pelayanan kesehatan. 
Penghitungan rata-rata nilai masing-masing unsur dan kemudian membandingkan nilai rata-rata tersebut berdasarkan tingkat kepentingan (harapan) dengan kenyataan yang diterima oleh responden terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas merupakan salah satu cara efektif untuk mengetahui unsur pelayanan yang harus diperbaiki, dipertahankan atau mungkin perlu dikembangkan. 
Berdasarkan deviasi yang diperoleh, maka dapat ditentukan diagram kurtosis dari masing-masing unsur pelayanan yang dibagi menjadi 4 (empat) kudran, yaitu A s.d. D, yang dapat digambarkan sebagai berikut :






Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui unsur-unsur pelayanan kesehatan di Puskesmas Sarolangun berdasarkan kuadran A-D. Unsur pelayanan yang termasuk dalam kuadran A, atribut jasa yang dianggap sangat penting (harapan tinggi) namun puskesmas belum mampu melaksanakannya sesuai dengan keinginan pasien, adalah unsur pelayanan no 9 dan no 3 yaitu sarana prasarana dan waktu penyelesaian. 
Sarana di puskesmas berupa semua peralatan yang digunakan untuk melakukan pelayanan, sedangkan prasarana adalah penunjang utama penyelenggaraan pelayanan berupa benda tidak bergerak misalnya gedung.  Berdasarkan hasil observasi, sarana prasarana hampir semua puskesmas sudah cukup baik, namun belum maksimal dalam pemanfaatannya. Ditemukan pula beberapa puskesmas masih kekurangan dalam peralatan kesehatan ataupun kurangnya perawatan sementara ketenagaan untuk peralatan tersebut telah tersedia, kondisi yang berbanding terbalik pada puskesmas lain. Salah satu contoh adalah kurangnya pemanfaatan prasarana berupa gedung perawatan di beberapa puskesmas ternyata belum dimanfaatkan demikian pula peralatan kesehatan yang sudah ada seperti dental unit yang tidak digunakan. 
Waktu penyelesaian merupakan unsur yang sama yang dinilai puskesmas belum mampu melaksanakan sesuai dengan harapan pasien. Waktu penyelesaian tentunya merupakan ukuran yang sangat menentukan tingkat kepuasan pasien. Pasien yang sedang dalam kondisi membutuhkan penanganan yang cepat tentunya memiliki harapan yang tinggi agar pengobatan secepat mungkin diselesaikan.    
Unsur pelayanan termasuk dalam kuadran B, atribut jasa yang dianggap penting (harapan tingi) telah dilaksanakan dengan baik dan dapat memuaskan pasien adalah unsur pelayanan nomor 4 biaya/tarif dan nmor 8 penanganan pengaduan, saran dan masukan. Biaya pengobatan pasien di Kabupaten Sarolangun memang telah dijamin oleh pemerintah daerah untuk masyarakat yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini telah memuaskan pasien dalam pelaksanaannya. 
Sementara itu, untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan, responden menyatakan tidak kesulitan mengungkapkan saran ataupun pengaduan kepada pihak puskesmas. Hal ini memang telah diupayakan oleh pihak puskesmas terutama dengan adanya upaya pemenuhan mutu pelayanan melalui standar akreditasi.
Unsur pelayanan termasuk dalam kuadran C, atribut yag dianggap kurang penting dengan harapan rendah, dimana pelaksanaannya oleh pihak puskesmas biasa-biasa saja dan ini terdapat pada 4 unsur yaitu : (1) persyaratan; (2) sistem mekanisme dan prosedur; (3) produk spesifikasi jenis pelayanan; dan (4) perilaku pelaksana. 
Persyaratan merupakan unsur yang cukup menimbulkan rasa puas oleh responden, demikian hal nya dengan sistem, mekanisme dan prosedur serta produk spesifikasi jenis pelayanan dan perilaku pelaksana. Dengan harapan yang hampir terpenuhi, maka unsur ini dianggap oleh responden menjadi prioritas rendah untuk ditindaklanjuti oleh puskesmas, namun bukan berarti ketiga unsur terebut diabaikan. Banyak faktor yang menimbulkan harapan dari seseorang. Harapan terkait dengan kondisi seseorang, baik dari sisi pendidikan, budaya dan perekonomian. 
Unsur pelayanan yang termasuk dalam kuadran D yang ditemukan hanya 1 unsur yaitu kompetensi pelaksana. Kompetensi pelaksana dianggap telah mampu dipenuhi oleh petugas puskesmas dan unsur ini menurut kuadran kartesius merupakan unsur yang berlebihan dan menjadi kekuatan. Unsur kompetensi akan banyak menimbulkan efek positif bagi unsur-unsur lain, dimana dengan adanya kekuatan kompetensi, pelayanan yang diberikan akan dipercaya (trust) dan tentunya akan mempercepat proses penyembuhan. 
KESIMPULAN 
1.	Kinerja unit pelayanan kesehatan puskesmas di Kabupaten Sarolangun berada pada kategori baik dengan mutu pelayanan B, dengan nilai SKM 77,49. Nilai SKM tertinggi diperoleh Puskesmas Pulau Pandan dengan nilai 82,25 sedangkan nilai SKM terendah di Puskesmas Sarolangun dengan nilai 75,92.
2.	Unsur pelayanan prioritas dalam upaya peningkatan kepuasan masyarakat adealah sarana prasarana dan waktu penyelesaian pelayanan sedangkan unsur pelayanan yang harus dipertahankan adalah pembiayaan serta tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan, dan tindak lanjut. 
SARAN
1.	Melakukan pengukuran sendiri (self assessment), terutama dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan pemanfaatannya dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) puskesmas. 
2.	Melakukan evaluasi perhitungan waktu pelayanan yang diberikan kepada pasien dan melakukan upaya peningkatan percepatan pelayanan. 
3.	Mempertahankan unsur pelayanan yang telah baik terutama dalam kepastian pembiayaan, serta tata cara pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut terhadap keluhan dari pasien. 
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